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ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIGITAL
WIDYAISWARA PADA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama : Pandu Cindera Malika
NPM . 2220011018
Dosen Pembimbing : Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya
pengembangan kompetensi digital Widyaiswara di Pusbangkom MKMB
Kementerian Agama RI, serta menentukan strategi peningkatan yang tepat.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data
melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh
informan kunci. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital
Widyaiswara belum optimal disebabkan oleh tiga faktor: (1) belum tersedianya
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) teknis kompetensi digital yang spesifik bagi
Widyaiswara di Pusbangkom MKMB; (2) Analisis Kebutuhan Pelatithan (AKP)
yang hanya berbasis survei mandiri tanpa standar pembanding objektif; dan (3)
program pengembangan yang bersifat umum dan penentuannya lebih dipengaruhi
ketersediaan anggaran daripada kebutuhan individual. Strategi peningkatan yang
direkomendasikan meliputi: penyusunan SKJ teknis kompetensi digital berbasis
kerangka Ferrari et al. (2012), penguatan AKP melalui asesmen kompetensi oleh
asesor terlatih, integrasi profil kompetensi ke dalam sistem manajemen talenta Nine
Box Grade, dan perancangan program pengembangan yang targeted disertai
evaluasi perubahan perilaku pasca-pelatihan.

Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi, Kompetensi Digital, Widyaiswara
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ABSTRAK

STRATEGY FOR IMPROVING DIGITAL COMPETENCIES DEVELOPMENT
OF WIDYAISWARA AT THE CENTER FOR MANAGEMENT, LEADERSHIP,
AND RELIGIOUS MODERATION COMPETENCY DEVELOPMENT, MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Nama . Pandu Cindera Malika
NPM . 2220011018
Dosen Pembimbing : Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M.

This study aims to identify the causes of suboptimal digital competency development

for Widyaiswara at Pusbangkom MKMB, Ministry of Religious Affairs of the
Republic of Indonesia, and to determine appropriate improvement strategies. A
qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-
depth interviews, observation, and documentation involving seven key informants.
Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Findings
reveal three interrelated causes: (1) the absence of a specific Technical Job
Competency Standard (SKJ) for Widyaiswara digital competency at Pusbangkom
MKMB; (2) a Training Needs Analysis (TNA) process based solely on self-
assessment surveys without an objective benchmark;, and (3) development
programs that are generic in nature and selected based on budget availability
rather than individual needs. Recommended improvement strategies include:
developing a Technical SKJ for digital competency based on the Ferrari et al.
(2012) framework, strengthening the TNA process through certified assessor-based
competency assessment, integrating competency profiles into the Nine Box Talent
Management System, and designing targeted development programs with post-
training behavioral change evaluation.

Keywords: Competence Development, Digital Competence, Widyaiswara
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BAB 1
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam dua dekade terakhir, dunia mengalami perubahan besar yang ditandai
dengan munculnya era transformasi digital. Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari
cara berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga cara organisasi menjalankan
aktivitasnya (Yuni et al., 2016). Transformasi digital kini menjadi fenomena global
yang tidak hanya menyentuh sektor ekonomi dan industri, tetapi juga pemerintahan
dan pelayanan publik (Fata, 2025). Teknologi seperti artificial intelligence (Al), big
data analytics, cloud computing, dan Internet of Things (IoT) menjadi fondasi baru
dalam mengelola informasi, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan
efektivitas pengambilan keputusan (Mukhuty et al., 2022). Secara global, negara
seperti Korea Selatan, Singapura, dan Estonia telah membuktikan bahwa
digitalisasi birokrasi mampu mempercepat layanan publik, menekan biaya
operasional, serta memperkuat transparansi pemerintahan. Di tingkat Asia
Tenggara, digital government menjadi agenda prioritas untuk mendorong efisiensi

dan partisipasi publik yang lebih luas.

Singapura
Thailand
Malaysia

Indonesia

Vietnam

Gambar 1. 1. Indeks Skor e-Government Negara Asia Tenggara
(Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Katadata, 2025)

Dengan melihat grafik tersebut, Indonesia terus berupaya meningkatkan
transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Pemerintah melalui Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan presiden nomor 82



tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital
nasional, yang berkomitmen mempercepat transformasi menuju pemerintahan
digital yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Dalam konteks birokrasi publik,
digitalisasi juga menggeser peran pemerintah dari sekadar pelaksana administrasi
menjadi fasilitator ekosistem layanan publik berbasis teknologi. Perubahan ini
menuntut kemampuan SDM aparatur untuk beradaptasi cepat dengan penggunaan
aplikasi, sistem data, dan model kerja jarak jauh (remote system). Pemerintah tidak
hanya dituntut untuk menyediakan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan
aparatur memiliki kemampuan digital yang mumpuni (Diva, 2024).

Transformasi digital membawa perubahan mendasar terhadap cara organisasi
beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi modern kini dituntut
untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, menggantikan pola lama yang
kaku dan berorientasi administratif. Digitalisasi menghadirkan model tata kelola
baru yang mengutamakan efisiensi dan transparansi, di mana proses pelayanan
publik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tatap muka, melainkan melalui
sistem elektronik yang terintegrasi (Rodiana, 2025). Namun, perubahan paradigma
ini tidak semata-mata bersifat teknis. [a menuntut transformasi kultural dan
mentalitas kerja. Keberhasilan transformasi digital bergantung pada sejauh mana
SDM mampu memahami nilai-nilai kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran
berkelanjutan. Oleh karena itu, digitalisasi birokrasi harus dibarengi dengan
penguatan budaya kerja adaptif dan program pengembangan kompetensi yang
berkelanjutan (Susanto et al., 2024). Berdasarkan hasil survei tahun 2023 yang
dilakukan oleh Kominfo, diketahui bahwa hanya sekitar 30 persen ASN yang dinilai
mampu beradaptasi dengan perkembangan industri digital. Rendahnya tingkat
kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi era transformasi digital. Situasi
ini menandakan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi masih belum
optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan di berbagai
aspek, seperti penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan
infrastruktur digital, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung penerapan

teknologi di sektor pemerintahan (Puspa Sari &, 2023).



Kementerian Agama merupakan salah satu instansi pemerintah dengan
jumlah sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Berdasarkan data kepegawaian,
jumlah SDM di lingkungan Kementerian Agama mencapai 210.140 SDM
(Kemenag RI, 2025). Skala organisasi yang sangat besar ini menuntut adanya
sistem manajemen SDM yang efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi. Upaya penguatan tata kelola berbasis digital tersebut
sejalan dengan hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2024 yang menempatkan
nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Agama
sebesar 4,63 (kategori Sangat Baik), meningkat signifikan dari tahun-tahun
sebelumnya (Humas Kemenag RI, 2025). Capaian ini mencerminkan komitmen
nyata Kementerian Agama dalam memperkuat transformasi digital dan efektivitas

birokrasi di sektor keagamaan.

TREN KENAIKAN INDEKS SPBE KEMENAG

3,58 e

Sangat Baik
®

N) w

| KénaikunTerﬂn I
2126 r Sebesurl,szPo?r?

(2023)

INDEKS SPBE

2022 2023 2024
TAHUN

Gambar 1. 2. Indeks Skor SPBE Kemenag
(Sumber: Kemenag, 2024)

Dengan hasil tersebut, maka dibutuhkan langkah strategis untuk memastikan
pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama berjalan lebih efektif dan
selaras dengan arah transformasi digital birokrasi. Salah satunya yaitu Pusbangkom
MKMB yang merupakan balai diklat yang dimiliki oleh Kemenag, dimana
Pusbangkom MKMB memiliki tugas utama yang sebagaimana diatur dalam Pasal
434 PMA No. 25 Tahun 2024, yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pengendalian mutu, penyelenggaraan pengembangan komptensi manajemen,
kepemimpinan, dan moderasi beragama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan beberapa fungsi diantaranya yaitu menyiapkan

kebijakan teknis di bidang pelatihan serta pengembangan kompetensi manajemen,



kepemimpinan, dan moderasi beragama. Selain itu, pusat ini melaksanakan
pengembangan dan penjaminan mutu kompetensi di bidang tersebut, serta
mengelola data dan sistem informasi, publikasi, dan kerja sama yang mendukung
pengembangan kompetensi. Fungsi lainnya mencakup pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan program, pembinaan substansi
pengembangan kompetensi di balai, penyusunan laporan kegiatan, serta
pelaksanaan administrasi pusat. Keputusan Menteri Agama Nomor 559 Tahun 2024
tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2024-2029 selanjutnya
menegaskan bahwa percepatan implementasi SPBE di seluruh satuan kerja

Kemenag menjadi prioritas strategis dalam lima tahun ke depan.

Di tengah upaya tersebut, Pusbangkom MKMB Kementerian Agama
memiliki peran strategis dalam mengembangkan kompetensi ASN, khususnya pada
aspek pelatihan dan pembelajaran, di Pusbangkom MKMB sendiri total jumalh
pegawainya yaitu 83 PNS. Salah satu unsur kunci dalam pelaksanaan tugas tersebut
adalah Widyaiswara, yaitu ASN yang berperan sebagai tenaga pendidik dan pelatih
profesional di lingkungan instansi pemerintah. Widyaiswara di Pusbangkom
MKMB sendiri sebanyak 17, Widyaiswara tidak hanya berperan sebagai pengajar,
tetapi juga sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu mengintegrasikan
teknologi digital dalam proses pembelajaran. Secara umum dalam Peraturan
Kementerian PAN RB No. SKJ.1 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Fungsional Widyaiswara menjelaskan bahwa standar kompetensi teknis

Widyaiswara sebagai berikut.

Tabel 1. 1. Standar Kompetensi Teknis Widyaiswara

No. | Kompetensi | Level | Deskripsi I Indikator Kompetensi
Kompetensi Teknis
1 Pengembangan | 1 (Ahli | Mampu menyusun kurikulum Mengidentifikasi kebutuhan
Kurikulum Pertama) | pada tingkat pelatihan pelatihan; menyusun tujuan
Pelatihan teknis/fungsional pembelajaran; menyusun bahan ajar
/manajerial/sosial kultural tingkat | tingkat dasar sesuai kurikulum
dasar
2 (Ahli | Mampu menyusun kurikulum Menganalisis kebutuhan pelatihan;
Muda) | pada tingkat pelatihan merancang kurikulum; menyusun
teknis/fungsional silabus dan bahan ajar tingkat

menengah




/manajerial/sosial kultural tingkat
menengah

3 (Ahli | Mampu mengembangkan Mengevaluasi dan mengembangkan
Madya) | kurikulum pada tingkat pelatihan | kurikulum; memvalidasi silabus;
teknis/fungsional/manajerial/sosi | memastikan relevansi materi tingkat
al kultural tingkat tinggi tinggi
4 (Ahli | Mampu merumuskan kebijakan Merumuskan arah kebijakan
Utama) | dan strategi pengembangan pengembangan kurikulum; membina
kurikulum pelatihan ASN secara | instansi dalam pengembangan
nasional kurikulum pelatihan
Penyusunan 1 (Ahli | Mampu menyusun rancang Menyusun RBPMP dan RP;
Rancang Pertama) | bangun program pelatihan tingkat | merancang media pembelajaran;
Bangun dasar sesuai kebutuhan menyusun instrumen evaluasi
Program pengembangan kompetensi ASN | tingkat dasar
Pelatihan 2 (Ahli | Mampu menyusun rancang Merancang program pelatihan
Muda) | bangun program pelatihan tingkat | dengan metode blended learning;
menengah dengan metode menyusun skenario pembelajaran;
pembelajaran yang variatif mengelola bahan ajar
3 (Ahli | Mampu mengembangkan Mengembangkan model
Madya) | rancang bangun program pembelajaran inovatif;
pelatihan tingkat tinggi yang mengevaluasi efektivitas rancangan;
inovatif dan berbasis kompetensi | membimbing penyusunan RBPMP
4 (Ahli | Mampu merumuskan standar dan | Menyusun standar nasional rancang
Utama) | kebijakan rancang bangun bangun; memberikan arahan
program pelatihan ASN secara kebijakan; membina instansi
nasional pelatihan ASN
Pengelolaan 1 (Ahli | Mampu melaksanakan Melaksanakan tatap muka;
Pembelajaran | Pertama) | pembelajaran pada tingkat mengelola kelas; menggunakan
Pelatihan pelatihan dasar dengan metode media pembelajaran; melakukan
pembelajaran yang tepat evaluasi belajar tingkat dasar
2 (Ahli | Mampu mengelola pembelajaran | Mengelola e-learning; memfasilitasi
Muda) | pada tingkat pelatihan menengah | diskusi online; mengelola LMS;
termasuk pembelajaran berbasis melaksanakan evaluasi
elektronik pembelajaran jarak jauh
3 (Ahli | Mampu mengembangkan dan Mengembangkan model
Madya) | mengevaluasi model pengelolaan | pembelajaran; membimbing
pembelajaran pada berbagai Widyaiswara junior; mengevaluasi
tingkat pelatihan efektivitas pengelolaan
pembelajaran
4 (Ahli | Mampu merumuskan kebijakan Merumuskan kebijakan
Utama) | pengelolaan pembelajaran ASN pembelajaran ASN;
di tingkat nasional dan mengembangkan sistem
internasional pembelajaran nasional; melakukan
benchmarking internasional
Penjaminan 1 (Ahli | Mampu melaksanakan Melakukan monitoring pelaksanaan
Mutu Pertama) | penjaminan mutu pada pelatihan; memeriksa kelengkapan
Pelatihan penyelenggaraan pelatihan administrasi; menyusun laporan
tingkat dasar penjaminan mutu
2 (Ahli | Mampu melaksanakan Merancang instrumen penjaminan
Muda) | penjaminan mutu secara mutu; melakukan audit

menyeluruh pada
penyelenggaraan pelatihan
tingkat menengah

penyelenggaraan; memberikan
rekomendasi perbaikan




3 (Ahli | Mampu mengembangkan sistem | Mengembangkan standar mutu;
Madya) | penjaminan mutu pelatihan yang | membina lembaga pelatihan;
komprehensif dan berkelanjutan | mengevaluasi sistem penjaminan
mutu secara menyeluruh
4 (Ahli | Mampu merumuskan kebijakan Menyusun kebijakan nasional
Utama) | dan sistem penjaminan mutu penjaminan mutu; mengembangkan
pelatihan ASN secara nasional sistem akreditasi; membina instansi
pembina pelatihan
Evaluasi 1 (Ahli | Mampu melaksanakan evaluasi Melaksanakan evaluasi peserta;
Pelatihan Pertama) | penyelenggaraan pelatihan mengolah data hasil evaluasi;
tingkat dasar menggunakan menyusun laporan hasil evaluasi
instrumen yang telah ditetapkan pelatihan
2 (Ahli | Mampu merancang dan Merancang instrumen evaluasi;
Muda) | melaksanakan evaluasi pelatihan | menganalisis hasil evaluasi;
secara komprehensif di tingkat menyusun rekomendasi perbaikan
menengah program pelatihan
3 (Ahli | Mampu mengembangkan sistem | Mengembangkan model evaluasi;
Madya) | evaluasi pelatihan yang melakukan evaluasi dampak
komprehensif dan berbasis data pelatihan (evaluasi level 3 dan 4);
untuk berbagai tingkat pelatihan | membimbing evaluator
4 (Ahli | Mampu merumuskan kebijakan Menyusun kebijakan evaluasi
Utama) | dan standar evaluasi pelatihan pelatihan nasional; mengembangkan
ASN secara nasional standar evaluasi; melakukan kajian
efektivitas pelatihan ASN

(Sumber: Keputusan Permenpan RB No. SKJ.1 Tahun 2023 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara)

Namun pada kenyataannya bahwa masing-masing instansi diberikan

kebebasan untuk Menyusun standar kompetensi teknis, untuk kemudian disahkan

oleh kemenpan RB. Sebagaimana dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Khulaemi,
M.Pd (2023) dari Kementerian ESDM yang menjelaskan bahwa:

Tabel 1. 2. Standar Kompetensi Teknis Widyaiswara Pasca Permenpan RB No. 1 Tahun

2023
Sebelum PermenPANRB Sesudah PermenPANRB
Aspek No. 1/2023 No. 1/2023
Metode Konvensional / tatap muka | Blended learning, e-
Pembelajaran learning,  webinar, dan
simulasi digital

Penguasaan Tidak diwajibkan secara | Wajib menguasai platform
Platform Digital | khusus




e-learning dan alat
pembelajaran jarak jauh

Pengembangan Materi statis / modul cetak | Wajib  membuat  modul

Konten digital interaktif, video
tutorial, dan  presentasi
interaktif

Alat Evaluasi Manual / konvensional Menggunakan alat evaluasi
digital yang lebih modern
dan terukur

Infrastruktur Belum menjadi kebutuhan | Menjadi kebutuhan pokok,

Teknologi utama meski distribusinya masih
belum merata di semua
daerah

Inovasi  Metode | Relatif stagnan 85%  Widyaiswara telah

Mengajar mengadopsi metode digital
dalam pengajaran

(Sumber: Khulemi, 2023)

Tuntutan regulasi tersebut selaras dengan indikator kinerja individu

Widyaiswara yang telah secara eksplisit memasukkan aspek digital sebagai

komponen yang dinilai. Sebagaimana terlihat dalam data evaluasi kinerja tahunan

Widyaiswara, terdapat target penyusunan dokumen pembelajaran berbasis e-

learning yang mencakup RBPMP/RP, bahan ajar, bahan tayang, pre-test, post-test,

serta evaluasi dengan rentang kualitas 85-100 persen. Selain itu, indikator juga

mencakup pelaksanaan pembelajaran secara e-learning dan pengembangan media

pembelajaran digital. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan digital bukan sekadar

pelengkap, melainkan sudah menjadi bagian dari kompetensi inti yang melekat

pada tugas Widyaiswara.




Tabel 1. 3. Evaluasi Kinerja Widyaiswara

5 Mumlah Alumni pelatihan tenaga teknis ~ [Pelatihan tenaga teknis pendidikan dengan [Kuantitas ITingkat ketercapaian dokumen 5 Dokumen
ipendidikan melalui e-learninhg (e-PJJ)  |menyusun dokumen pembelajaran lengkap pembelajaran e-learning dengan
(RBPMP/RP, Bahan Ajar, Bahan Tayang, Pre Test, lengkap

Post Test, dan Evaluasi) Kualitas Persentase dokumen pembelajaran e- (85-100%

learning yang lengkap

(Waktu Waktu penyelesaian dokumen 12 Bulan
pembelajaran e-learning secara
lengkap
6 Pelatihan tenaga teknis pendidikan dilaksanakan  [Kuantitas Tingkat ketercapaian pelaksanaan |5 Pelatihan
melalui e-learning (e-PJJ) pembelajaran secara e-learning
Kualitas Persentase ketercapaian pembelajaran85-100%

secara e-learning

(Waktu Waktu pelaksanaan pembelajaran |12 Bulan
secara e-learning

(Sumber: Tim Manajemen SDM Pusbangkom MKMB, 2025)

Lebih jauh, pimpinan secara langsung menetapkan ekspektasi agar
Widyaiswara mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek
pembelajaran yang difasilitasinya. Ekspektasi ini bukan sekadar imbauan,

melainkan telah masuk ke dalam instrumen penilaian kinerja yang digunakan setiap

tahun.
Tabel 1. 4. Ekspektasi Pimpinan dalam Indikator Kinerja Widyaiswara
6 Adaftif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspetasi khusus Pimpinan :
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Mengimplementasikan perkembangan teknologi dalam memberikan pelajaran kepada para peserta pelatihan
- Bertindak proaktif

7 Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Ekspetasi khusus Pimpinan :
|Aktif berpartisipasi dan berkontribusi sesuai keahliannya

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan
bersama

(Sumber: Tim Manajemen SDM Pusbangkom MKMB, 2025)

Dengan adanya tuntutan regulasi dan ekspektasi pimpinan yang demikian
jelas, Pusbangkom MKMB telah menjalankan sejumlah program pengembangan
kompetensi digital bagi Widyaiswara. Program-program tersebut antara lain TOT
Teknologi Informasi, workshop SERASI, Boost Your Skill Open Class, dan
berbagai bimbingan teknis berbasis digital. Dengan demikian, upaya
pengembangan kompetensi digital bagi Widyaiswara bukan tidak ada melainkan

sudah berjalan dan sudah ada rekam jejaknya.



Namun demikian, terdapat indikasi kuat bahwa program-program yang
telah berjalan tersebut belum menghasilkan peningkatan kompetensi digital yang
optimal. Indikasi ini dapat diamati secara empiris melalui dua fakta yang saling
memperkuat. Pertama, hasil penilaian kompetensi digital Widyaiswara tahun 2025
menunjukkan bahwa capaian pada butir-butir kegiatan yang secara langsung
berkaitan dengan kemampuan digital yaitu penyusunan bahan tayang pelatihan,
pelaksanaan e-learning, serta pengembangan media dan materi pembelajaran
digital masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang ditetapkan pimpinan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tuntutan dan program sudah ada,

hasilnya belum setara dengan standar yang diharapkan.

Tabel 1. 5. Penilaian Kompetensi Digital Widyaiswara Tahun 2025

Standar Kompetensi yang Dinilai Hasil Penilaian

Menyusun bahan perencanaan pelatihan
dalam bentuk bahan tayang pada tingkat 3,24
pelatihan sesuai jenjangnya.

Melaksanakan tatap muka secara

pembelajaran jarak jauh (distance
learning) dan/atau pembelajaran secara

elektronik (e-learning) non ASN pelatihan 3.24
teknis dan sosial kultural sesuai dengan

jenjangnya.

Mengembangkan media dan materi

pembelajaran berbasis digital pada tingkat 3,24

pelatihan sesuai jengjangnya.

(Sumber: Tim Manajemen SDM Pusbangkom MKMB, 2025)

Kemudian hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) tahun 2025 yang
merupakan instrumen resmi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
Widyaiswara menunjukkan fakta bahwa dari seluruh pelatihan yang diusulkan
untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara, tidak terdapat satu pun usulan pelatihan
yang secara spesifik berkaitan dengan peningkatan kompetensi digital. Seluruh
usulan masih berfokus pada aspek teknis administratif, layanan publik, dan

penguatan tata kelola. Ini berarti bahwa meskipun kompetensi digital sudah menjadi



tuntutan regulasi dan indikator kinerja, kebutuhan pengembangannya justru tidak

teridentifikasi dalam instrumen perencanaan resmi yang digunakan.

Tabel 1. 6. Hasil Survey AKP Jabatan Fungsional Widyaiswara Tahun 2025

TOT Pelatihan Teknis fasilitator 15
Pembelajaran Daring

Pelatihan teknis Penyusunan Naskah 14
Urgensi

TOT Peltihan Teknis Manajemen 14
Madrasah

TOT Pelatihan Teknis Laporan Kinerja 14
(LKj)

TOT Pelatihan Teknis Penyusunan Tata 14
Naskah Dinas

Pelatihan Teknis Digital Public Relation 13
Pelatihan Teknis Kehumasan 13
Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja 12
Aparatur Sipil Negara

Pelatihan Teknis Personal Branding 12
Pelatihan Teknis Digital Arsip 11
Pelatihan Teknis Fasilitator Pembelajaran 11
Daring

Pelatihan Teknis Literasi Digital 8
Pelatihan Teknis Manajemen 8
Kepegawaian

Pelatihan Teknis Sosial Kultural Jenjang I 8
Dan II

Pelatihan Teknis Video Content Creator 8
Pelatihan Teknis Teknologin Informasi 8
Tingkat Dasar

Pelatihan Teknis Budaya Kerja 7
Kementerian Agama

Pelatihan Teknis Effective Presentation 7

(Sumber: Tim AKP Pusbangkom MKMB, 2025)

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 14 sampai 31 Juli 2025,
berdasarkan daftar pelatihan yang diminati Widyaiswara, pelatihan yang berkaitan
langsung dengan kompetensi digital jumlahnya relatif terbatas dan dari hasil survei
menunjukkan data bahwa masih banyak Widyaiswara yang membutuhkan pelatihan
dalam pengembangan kompetensi digital. Pelatihan yang berkaitan dengan aspek
digital pada dasarnya masih sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

perlu adanya penguatan kompetensi digital dalam fokus utama pengembangan
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Widyaiswara, karena tuntutan transformasi pembelajaran secara nyata semakin
meningkat. Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan telah dimuat mengenai
kebutuhan pemberian pelatihan bagi pegawai. Berikut ditampilkan gambar daftar
pelatihan berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan Pusat Pengembangan

Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, Moderasi Beragama tahun 2025.

Tabel 1. 7. Daftar Pelatihan Jabatan Fungsional Widyaiswara Tahun 2025

4 JF Widyaiswara TOT Pelatihan Teknis Coaching dan Mentoring
TOT Pelatihan Teknis Pelayanan Publik
Pelatihan Teknis E- Kinerja

Pelatihan Teknis Pembangunan Zona Integritas

TOT Pelatihan Teknis Hospitality Skill

(Sumber: Tim AKP Pusbangkom MKMB, 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 pada poin nomor 4 terlihat bahwa hasil AKP Jabatan
Fungsional Widyaiswara Tahun 2025 menunjukkan bahwa daftar pelatihan yang
diusulkan untuk Widyaiswara belum mencakup pelatihan yang terkait langsung
dengan peningkatan kompetensi digital. Seluruh pelatihan masih berfokus pada
aspek teknis administratif, layanan publik, dan penguatan tata kelola. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa tanpa standar yang jelas, kebutuhan kompetensi digital
tidak teridentifikasi secara formal dalam proses AKP.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan Widyaiswara pada poin 5, terlihat
bahwa indikator kinerja individu telah memasukkan aspek digital sebagai bagian
yang dinilai secara eksplisit. Hal ini tercermin dari adanya target penyusunan
dokumen pembelajaran berbasis e-learning yang mencakup RBPMP/RP, bahan
ajar, bahan tayang, pre-fest, post-test, serta evaluasi. Penilaian tidak hanya berhenti
pada jumlah dokumen yang harus dihasilkan, tetapi juga menyentuh kualitas dan
ketepatan waktu penyelesaiannya. Rentang kualitas yang ditetapkan berada pada
85-100 persen, yang menandakan bahwa standar yang digunakan menuntut
ketelitian tinggi serta kemampuan mengintegrasikan unsur teknologi secara tepat.
Selain itu, indikator yang menilai pelaksanaan pembelajaran secara e-learning

memperkuat bahwa kemampuan digital bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi
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bagian dari kompetensi inti yang melekat pada tugas Widyaiswara. Target capaian
kuantitas yang masih rendah hanya beberapa pelatihan per tahun menggambarkan
bahwa kapasitas digital belum digunakan secara optimal. Sementara itu, alokasi
waktu hingga 12 bulan untuk penyusunan maupun pelaksanaan menunjukkan
bahwa proses adaptasi terhadap format digital masih memerlukan upaya lebih
besar, baik dari segi penguasaan teknologi maupun manajemen waktu. Selain itu
ada juga ekspektasi dari pimpinan untuk Widyaiswara dalam aspek digital, sebagai
berikut.

Data di atas membentuk sebuah paradoks yang perlu dijawab secara ilmiah.
Di satu sisi, regulasi sudah mewajibkan penguasaan kompetensi digital, indikator
kinerja sudah mencantumkan aspek digital, pimpinan sudah menetapkan ekspektasi
yang jelas, dan program pengembangan sudah dijalankan. Di sisi lain, hasil
penilaian kompetensi digital masih belum optimal, dan proses AKP justru tidak
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan digital sebagai prioritas. Terdapat
kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dengan apa yang
sesungguhnya terjadi di lapangan (das sein). Kesenjangan inilah yang menjadi
masalah penelitian yang perlu dikaji secara mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan memperkuat urgensi kajian ini
yaitu penelitian berjudul “Analisis Strategi Pengembangan Kompetensi
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Era Digital pada Pekerja Generasi
Milenial” yang dilakukan Urika (2022) menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan  deskriptif-analitis melalui kajian literatur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa strategi pengembangan kompetensi SDM di era digital,
khususnya pada generasi milenial, dilakukan dengan menyesuaikan pekerjaan
dengan kompetensi individu, memberikan peluang pembelajaran dan
pengembangan diri, menyediakan ruang untuk berinovasi, serta membangun
budaya kerja yang humanis. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan
pengelolaan data juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas
manajemen SDM di era digital. Selain itu, penelitian berjudul “Strategi

Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi di Era Digital” yang ditulis oleh
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Suwardhani (2025) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi berjalan efektif apabila
dilakukan melalui pemetaan kompetensi yang tepat, penerapan program re-skilling
dan up-skilling secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital,
serta didukung oleh budaya organisasi dan kepemimpinan yang kuat. Strategi ini
terbukti mampu meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan terhadap perubahan
teknologi, meningkatkan produktivitas kerja, serta memperkuat daya saing
organisasi di era digital.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pertanyaan mendasar yang belum
terjawab hanya dari data permukaan: apa sesungguhnya yang menyebabkan
program pengembangan kompetensi digital yang sudah berjalan tersebut belum
menghasilkan hasil yang optimal? Dan strategi seperti apa yang diperlukan agar
pengembangan kompetensi digital Widyaiswara dapat berjalan secara lebih efektif,
terukur, dan berkelanjutan? Kedua pertanyaan itulah yang mendorong peneliti

untuk melakukan kajian ilmiah secara mendalam melalui penelitian ini.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pengembangan kompetensi digital Widyaiswara di Pusbangkom
MKMB Kementerian Agama Republik Indonesia belum berjalan secara
optimal?

2. Bagaimana strategi yang efektif dalam peningkatan pengembangan
kompetensi digital Widyaiswara di Pusbangkom MKMB Kementerian
Agama Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui penyebab pengembangan kompetensi digital Widyaiswara di
Pusbangkom MKMB Kementerian Agama Republik Indonesia belum

berjalan secara optimal.
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2. Menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan pengembangan
kompetensi digital Widyaiswara di Pusbangkom MKMB Kementerian
Agama Republik Indonesia

D. Manfaat Peneltian
Dengan tersusunnya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat
akademik dan praktis, yaitu:
1. Manfaat Akademik

a. Mengembangkan pengetahuan dan kajian ilmiah mengenai strategi
pengembangan sumber daya manusia aparatur di era transformasi
digital di lingkungan pemerintahan.

b. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai peran dan fungsi Pusbangkom MKMB dalam membangun
kompetensi aparatur di era digital.

c. Menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terkait
pengembangan kapasitas ASN, literasi digital, dan transformasi
birokrasi di lembaga pemerintah, khususnya di sektor keagamaan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Pusbangkom MKMB
Kementerian Agama dalam merumuskan strategi pengembangan SDM
yang adaptif terhadap transformasi digital dan sesuai dengan kebutuhan
organisasi.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pengambil kebijakan
di lingkungan Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas
pelatihan, pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi
dalam manajemen kepegawaian.

c. Memberikan saran dan masukan perbaikan untuk meningkatkan
kemampuan, kesiapan, dan daya saing ASN Kementerian Agama agar
mampu berperan optimal dalam mendukung birokrasi yang modern,

profesional, dan berbasis digital.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti

menarik kesimpulan sebagai berikut:

Menjawab Rumusan Masalah Pertama: Faktor Belum Optimalnya Pengembangan

Kompetensi Digital Widyaiswara

Berdasarkan analisis terhadap keempat faktor pengembangan kompetensi
menurut Sulistyo & Tim Penulis CoP LAN (2021), ditemukan bahwa seluruh faktor
tersebut telah berjalan di Pusbangkom MKMB, namun masing-masing belum
optimal dalam mendukung pengembangan kompetensi digital Widyaiswara secara

khusus. Berikut kesimpulan atas setiap faktor:

1. Faktor Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pelatihan sudah dijalankan melalui penyusunan kurikulum
yang melibatkan tim NSPK, Widyaiswara senior, serta mitra eksternal seperti
Google dan Pusdatin. Namun sistem penjaminan mutu yang ada belum
mencakup standar khusus pengukuran kompetensi digital secara individual.
Relevansi materi pelatihan digital dengan kebutuhan aktual Widyaiswara belum
terukur secara objektif karena tidak tersedianya Standar Kompetensi Jabatan
(SKJ) teknis kompetensi digital yang dapat dijadikan acuan mutu. Akibatnya,
program yang diselenggarakan belum dapat dipastikan menyasar kesenjangan

kompetensi yang nyata.

2. Faktor Penguatan Lembaga Penyelenggara

Dari sisi sarana dan prasarana fisik, Pusbangkom MKMB sudah cukup
memadai dengan tersedianya ruang kelas dan fasilitas pendukung pelatihan.
Namun lembaga belum dilengkapi dengan sistem asesmen kompetensi digital

yang terstandar dan asesor internal yang tersertifikasi untuk mengukur
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kompetensi digital Widyaiswara secara objektif. Ketiadaan kapasitas asesmen
internal ini menyebabkan lembaga tidak mampu menghasilkan profil
kompetensi digital individual yang akurat sebagai dasar perencanaan program

pengembangan yang tepat sasaran.

3. Faktor Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan sudah terwujud melalui berbagai kebijakan digitalisasi,
antara lain KMA Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SPBE dan Surat
Edaran Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penguatan Digitalisasi di Lingkungan
Kementerian Agama. Keterlibatan langsung pimpinan dalam penentuan
prioritas program pengembangan juga mencerminkan keseriusan komitmen
tersebut. Namun komitmen pimpinan yang ada belum diterjemahkan ke dalam
tindakan konkret berupa penyusunan SKJ teknis kompetensi digital yang
operasional dan terukur di tingkat instansi, sehingga komitmen tersebut masih
bersifat kebijakan umum dan belum menghasilkan standar yang dapat menjadi

landasan pengembangan kompetensi digital secara sistematis.

4. Faktor Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi pelatihan sudah dilaksanakan secara terstruktur melalui pre-test dan
post-test, penilaian fasilitator dengan 12 indikator, serta penilaian
penyelenggara. Namun evaluasi yang ada belum mencakup pengukuran
perubahan perilaku nyata dalam praktik pembelajaran sehari-hari (Kirkpatrick
Level 3). Dampak jangka panjang dari program pelatihan terhadap peningkatan
kompetensi digital Widyaiswara belum dapat diukur secara komprehensif.
Selain itu, hasil evaluasi belum dijadikan umpan balik yang sistematis untuk

memperbaiki perencanaan program pada siklus pengembangan berikutnya.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk akar masalah
yang sistemik. Titik kritis pertama adalah belum tersedianya SKIJ teknis
kompetensi digital yang menjadi tulang punggung seluruh proses — tanpa

standar ini, penjaminan mutu tidak memiliki tolok ukur, penguatan lembaga
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tidak terarah, komitmen pimpinan tidak operasional, dan evaluasi tidak
bermakna. Titik kritis kedua adalah proses Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP)
yang hanya bertumpu pada survei mandiri berbasis Google Form tanpa
mengacu pada standar kompetensi jabatan, sehingga menghasilkan data yang
tidak akurat sebagai dasar perencanaan. Titik kritis ketiga adalah program
pengembangan yang bersifat umum dan penentuannya lebih dipengaruhi

ketersediaan anggaran daripada kebutuhan kompetensi individual Widyaiswara.

Menjawab Rumusan Masalah Kedua Strategi Peningkatan yang Diperlukan

Berdasarkan temuan di atas, strategi peningkatan dirumuskan selaras
dengan keempat faktor Sulistyo & Tim CoP LAN (2021) agar perbaikan dilakukan

secara menyeluruh dan berkesinambungan:

1. Penguatan Penjaminan Mutu

Kementerian Agama melalui BMBPSDM dan Pusbangkom MKMB perlu
menyusun dan menetapkan SKJ teknis kompetensi digital bagi Widyaiswara
yang mengacu pada kerangka Ferrari et al. (2012) dengan indikator terukur pada
lima dimensi (Information, Communication, Content Creation, Safety, Problem
Solving) dan tingkatan berjenjang dari level dasar hingga lanjutan. SKJ teknis
ini menjadi standar mutu yang memastikan bahwa setiap program pelatihan
dirancang berdasarkan kesenjangan yang teridentifikasi secara objektif, bukan

berdasarkan persepsi subyektif.

2. Penguatan Lembaga Penyelenggara

Pusbangkom MKMB perlu membangun kapasitas asesmen kompetensi digital
internal melalui sertifikasi asesor dari kalangan internal atau kerjasama dengan
lembaga asesmen independen. Selain itu, perlu dikembangkan platform sistem
manajemen  kompetensi yang mampu merekam, memantau, dan
mengintegrasikan data profil kompetensi digital setiap Widyaiswara dengan

sistem penilaian kinerja dan manajemen talenta yang sudah ada.
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3. Penerjemahan Komitmen Pimpinan ke dalam Kebijakan Operasional

Komitmen pimpinan yang sudah ada perlu diterjemahkan secara konkret
melalui penerbitan Surat Keputusan penyusunan SKJ teknis kompetensi digital,
pengalokasian anggaran khusus untuk asesmen kompetensi, dan penetapan
mekanisme AKP berbasis asesmen yang menggantikan survei mandiri. Dengan
demikian, komitmen pimpinan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi
menggerakkan perubahan sistemik pada seluruh proses pengembangan

kompetensi.

4. Penguatan Evaluasi dan Sistem Tindak Lanjut

Sistem evaluasi perlu diperluas hingga mencakup Kirkpatrick Level 3
(perubahan perilaku nyata dalam praktik pembelajaran) untuk mengukur
dampak jangka panjang pelatihan. Hasil evaluasi harus dijadikan umpan balik
yang sistematis bagi penyempurnaan AKP pada siklus berikutnya, sehingga
terbentuk siklus pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan berbasis

bukti.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan,
peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi peningkatan strategi pengembangan kompetensi digital Widyaiswara di

lingkungan Pusbangkom MKMB Kementerian Agama Republik Indonesia.

1. Bagi Kementerian Agama dan BMBPSDM

a) Terkait Penjaminan Mutu: Menyusun dan menetapkan SKJ teknis
kompetensi digital bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang
mengacu pada kerangka Ferrari et al. (2012) dengan indikator terukur
pada lima dimensi dan tingkatan berjenjang, untuk selanjutnya
diusulkan pengesahannya kepada Kementerian PAN-RB.

b) Terkait Penguatan Lembaga: Mengalokasikan anggaran khusus untuk
pengembangan sistem asesmen kompetensi digital, termasuk

pengadaan asesor internal yang tersertifikasi dan pengembangan
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d)

platform sistem manajemen kompetensi yang terintegrasi dengan
mekanisme penilaian kinerja dan manajemen talenta.

Terkait Komitmen Pimpinan: Menerbitkan regulasi yang secara
eksplisit mewajibkan seluruh balai diklat di bawah Kemenag untuk
melaksanakan asesmen kompetensi digital Widyaiswara secara berkala
sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja tahunan.

Terkait Evaluasi dan Tindak Lanjut: Mendorong penerapan evaluasi
Kirkpatrick Level 3 (perubahan perilaku) sebagai standar minimum
evaluasi pasca-pelatihan pengembangan kompetensi digital di seluruh

balai diklat Kemenag.

2. Bagi Pusbangkom MKMB

a)

b)

d)

Terkait Penjaminan Mutu: Membangun sistem perencanaan
pengembangan kompetensi digital yang evidence-based, dimulai dari
penguatan instrumen AKP berbasis asesmen kompetensi yang mengacu
pada SKIJ teknis setelah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Memastikan relevansi setiap program pelatihan digital diverifikasi
terhadap peta kesenjangan kompetensi individual.

Terkait Penguatan Lembaga: Mengembangkan kapasitas internal asesor
kompetensi digital melalui sertifikasi dari lembaga yang berwenang,
serta membangun sistem informasi manajemen kompetensi yang
mampu merekam dan memantau perkembangan profil digital setiap
Widyaiswara secara terintegrasi.

Terkait Komitmen Pimpinan: Menetapkan kebijakan internal yang
mewajibkan asesmen kompetensi digital sebagai prasyarat penyusunan
rencana pengembangan individu (HCDP) setiap Widyaiswara, sehingga
program pengembangan yang dirancang benar-benar berbasis data
kompetensi aktual.

Terkait Evaluasi dan Tindak Lanjut: Merancang program
pengembangan kompetensi digital yang targeted dan individual

berdasarkan peta kebutuhan hasil asesmen, disertai evaluasi pasca-
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pelatihan yang mengukur perubahan perilaku nyata (Kirkpatrick Level

3) sebagai umpan balik bagi penyempurnaan AKP pada siklus

berikutnya.
3. Bagi Widyaiswara

Widyaiswara diharapkan berperan aktif dalam proses pengembangan
kompetensi digital secara mandiri dan berkelanjutan. Secara konkret,
Widyaiswara disarankan untuk: (1) meningkatkan literasi digital secara
proaktif melalui kursus daring, webinar, atau komunitas praktik digital
(Community of Practice) yang relevan, tidak hanya mengandalkan program
pelatihan formal; (2) mengembangkan variasi media pembelajaran digital yang
digunakan, mengeksplorasi platform interaktif di luar PowerPoint dan Canva,
serta mengembangkan konten berupa video pembelajaran, e-book interaktif,
dan kuis digital; (3) menerapkan praktik keamanan digital dalam aktivitas kerja
sehari-hari; dan (4) berkontribusi aktif dalam proses asesmen kompetensi
sebagai bentuk tanggungjawab profesional terhadap peningkatan kualitas

pembelajaran ASN.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas kajian ke satuan
kerja Balai Diklat di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran
komprehensif kondisi pengembangan kompetensi digital Widyaiswara secara
nasional; (2) menggunakan metode campuran (mixed method) dengan
instrumen kuantitatif berupa skala pengukuran kompetensi digital yang
terstandar agar hasil dapat dibandingkan secara objektif antar unit kerja; (3)
mengkaji efektivitas jangka panjang program TOT Teknologi Informasi serta
pengaruh budaya organisasi terhadap adopsi teknologi digital dalam praktik
pembelajaran Widyaiswara; dan (4) menguji model SKJ teknis dan model
asesmen kompetensi digital yang diusulkan dalam penelitian ini di lapangan

untuk memvalidasi tingkat operasionalitasnya.
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